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ABSTRAK 
 
EBONY MARENDEN (E21106029), “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN di KABUPATEN MAMUJU”, vx + 87 
halaman + 2 tabel + 22 pustaka (1984-2008). Dibimbing oleh Prof. Dr. Suratman, 
M.Si  dan Adnan Nasution S.Sos,M.Si 
Tekanan terhadap SDH (sumber daya hutan) sangat mengkhawatirkan. Saat ini 
terdapat kawasan hutan dan lahan rusak sekitar 43 juta Ha dengan laju 1,6 juta 
Ha/tahun dan cenderung meningkat setiap tahun. Kerusakan SDH dan lahan 
berdampak negative terhadap mutu lingkungan (global), kehidupan masyarakat, 
hilangnya biodiversity dan pendapatan negara serta mengancam kehidupan 
berbangsa. Permasalahan kehutanan bukan lagi hanya urusan domestik, tetapi telah 
menjadi keprihatinan dunia. Dunia internasional memberikan perhatian istimewa dan 
menempatkan isu pelestarian hutan dalam bagian penting proses negosiasi. 
Penelitian ini bertujuan  Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju dan mengungkap pengaruh 
komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi terhadap penerapan 
kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju, menggunakan 
motode penelitian kualitatif deskriptif eksplanansi, dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara kepada informan. 
Dari penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa  kebijakan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan diKabupaten Mamuju implementasinya masih belum optimal 
dimana masih banyak masyarakat/ kelompok tani yang belum mampu menjalankan 
kebijakan secara Optimal, akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari 
petugas lapangan serta kurangnya fasilitas dan dana Pemda yang di peruntukan 
untuk proses kebijakan tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 
EBONY MARENDEN (E21106029), POLICY IMPLEMENTATION OF 
REHABILITATION AND RECLAMATION DISTRICT FOREST in Mamuju, vx + 87 
pages + 2 tables + 22 libraries (1984-2008). Supervised by prof. Dr. Suratman, 
M. Si and Adnan Nasution S. Sos, M. Si 
 
 
Pressure on SDH (forest resources) are very worrying. There are currently forested 
area about 43 million hectares at a rate of 1.6 million ha / year and tend to increase 
every year. SDH and land damage impacting negatively on the quality of the 
environment (global), the life of society, loss of biodiversity and threaten state 
revenues as well as national life. Forest issues are no longer just a domestic affair, 
but has become global concerns. The international community gave special attention 
and put the issue of forest conservation in an important part of the negotiation 
process 
 
This study aims to find out how the implementation of rehabilitation and reclamation 
of forest policy in Mamuju and reveal the influence of communication, resources, 
disposition and bureaucratic structure of the implementation of rehabilitation and 
reclamation of forest policy in Mamuju, using a descriptive qualitative research 
method possible eksplanansi, using the techniques of data collection through 
interviews to the informant. 
 
From this research can drag the conclusion that the policy of Forest Rehabilitation 
and Reclamation Mamuju county implementation is still not optimal when there are 
many people / groups of farmers who have not been able to run the Optimal policy, 
due to lack of supervision and mentoring of field staff and lack of facilities and local 
government funds in allocation to the policy process. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A,Latar Belakang Masalah 
 Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal 
dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada 
prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap 
memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta yang selaras dengan 
fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu 
dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. 
Kebutuhan akan bahan baku hasil hutan berupa kayu maupun bukan kayu 
terus munungkat sejalan dengan pertambahan penduduk. sehingga ketersedian 
lahan garapan tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Akibatnya kawasan hutan 
terus terdesak untuk pemenuhan lahan usaha tani, termasuk kawasan hutan di 
daerah Kabupaten Mamuju. Terjadinya banjir, erosi dan kekeringan disebabkan 
karena semakin meluasnya lahan kritis sebagai akibat dari pengelolaan yang tidak 
memperhatikan aspek kelestarian. Keadaan seperti ini menyebabkan kondisi 
sumberdaya hutan semakin rusak. 
Sumber daya hutan, dan air merupakan kekayaan alam yang harus tetap 
dijaga kelestariannya, oleh sebab itu pengelolaan terhadap sumber hutan dengan 
satuan unit pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara bijaksana, sehingga dapat 
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga kelangsungan 
fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi 
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hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan 
fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam 
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Penyelenggaraan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan 
partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan 
masyarakat. 
Rehabilitasi diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan 
serta reklamasi hutan, keberhasilannya ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi 
masyarakat. Untuk kepentingan pembangunan bersifat strategis atau menyangkut 
kepentingan umum yang harus menggunakan kawasan hutan, harus diimbangi 
dengan upaya reklamasinya. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang rehabilitasi 
yang dilakukan melalui kegiatan reboisasi, panghijauan, pemeliharaan, pengayaan 
tanaman serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, 
pada lahan kritis dan tidak produktif. Serta kegiatan reklamasi hutan meliputi usaha 
untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi hutan yang 
rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 
Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, 
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, 
produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap 
terjaga. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan 
kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal 
sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang selanjutnya disebut penggunaan 
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kawasan hutan adalah penggunaan untuk tujuan strategis yang tidak dapat 
dielakkan, antara lain, kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, 
telepon, instalasi air, dan kepentingan religi serta kepentingan pertahanan 
keamanan. 
Perubahan iklim dunia semakin hari semakin terasa imbasnya. Berbagai 
masalah timbul karena factor alam yang tidak lagi bersabat dengan sekitarnya. 
Beberapa kejadian seperti longsor dan banjir, membuktikan alam sudah murka 
dengan rekayasa eksploitasi kepentingan pembangunan. Salah satu bukti nyata 
rusaknya kondisi alam sekarang, bisa dilihat dari penurunan jumlah area hutan di 
Indonesia. Fungsi hutan yang seharusnya menjadi penyimbang iklim dunia, dicukur 
untuk kebutuhan rupiah. 
Tekanan terhadap SDH (sumber daya hutan) sangat mengkhawatirkan. Saat 
ini terdapat kawasan hutan dan lahan rusak sekitar 43 juta Ha dengan laju 1,6 juta 
Ha/tahun dan cenderung meningkat setiap tahun. Kerusakan SDH dan lahan 
berdampak negative terhadap mutu lingkungan (global), kehidupan masyarakat, 
hilangnya biodiversity dan pendapatan negara serta mengancam kehidupan 
berbangsa. Permasalahan kehutanan bukan lagi hanya urusan domestik, tetapi telah 
menjadi keprihatinan dunia. Dunia internasional memberikan perhatian istimewa dan 
menempatkan isu pelestarian hutan dalam bagian penting proses negosiasi. 
 
Bila dilihat dari berbagai sisi, ada beberapa yang membuat pembalakan liar 
begitu besar terjadi di hutan Mamuju. Selain karena kelakukan masyarakat hutan, 
ada masalah klasik lainnya yang selama ini kerap tertutupi. Masalah itu tiada lain 
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soal oknum aparat yang bermain dalam jual beli hasil kayu curian. Bahkan, 
beberapa kasus pembalakan liar melibatkan oknum aparat. 
Kondisi inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian 
dengan judul : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKLAMASI 
HUTAN di KABUPATEN MAMUJU”  
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan uraian singkat tentang latar belakang masalah sebelumnya, 
maka penulis merumuskan masalah sebagai dasar acuan dalam melakukan 
penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan Rehabilitasi dan Heklamasi Hutan 
Kabupaten Mamuju. 
2. Bagaimana pengaruh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur 
birokrasi terhadap penerapan kebijakan Rehabilitasi dan Heklamasi Hutan 
Kabupaten Mamuju. 
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C.Tujuan penelitian 
Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Rehabilitasi dan Heklamasi Hutan 
Kabupaten Mamuju. 
2. Mengungkap pengaruh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur 
birokrasi terhadap penerapan kebijakan Rehabilitasi dan Heklamasi Hutan 
Kabupaten Mamuju 
 
D.Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
acuan untuk digunakan sebagai berikut: 
1. Manfaat akademis, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu 
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya pengembangan ilmu administrasi negara khususnya pada 
bidang kebijakan publik dan sebagai bahan masukan yang dapat 
mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang 
penelitian yang sama. 
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi, 
masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 
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dalam menerapkan dan menyempurnakan pelaksanaan kebijakan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan. 
3. Manfaat bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan/ 
pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) terkait 
dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran 
dan pengalaman yang berharga dalam mengapresiasikan/ 
mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses 
perkuliahan. Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna 
menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada jurusan ilmu 
administrasi program studi administrasi negara fakultas ilmu sosial dan 
ilmu politik universitas hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
1. Kebijakan Publik 
Kebijakan memiliki pengertian yang sangat banyak, salah satunya yang 
dikemukakan oleh Edi Suharto (2005;7), bahwa: 
“Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 
mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan 
konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”. 
 Menurut Ealau dan Prewitt (1973) dalam buku Edi Suharto (2005;7), 
kebijakan adalah :  
“Sebuah ketetapatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang 
konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang 
menaatinya (yang terkena kebijakan itu)”.  
 Nakamura dan Smallwood dalam Wahab (2001:19) melihat kebijakan publik 
sebagai: 
“keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa 
serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana 
kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan”. 
WI Jenkins dalam Wahab (2001:4) mengatakan bahwa kebijakan sebagai 
berikut: 
 (A set interrelation decisions taken by a political actor or group of 
actors concerning the selection of goals and the means of achieving 
them within a specified situation where these decisions should, in 
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principle, be within the power of those actors to achieve) 
 
“Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil seorang 
aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan 
yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu 
situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih 
berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor 
tersebut.” 
  
Berbeda dengan beberapa definisi kebijakan di atas, Dimock dalam Public 
Administration mempunyai pendapat yang agak berbeda dari definisi-definisi yang 
dikemukakan di atas. Ia mengatakan bahwa “(public policy is the reconciliation and 
crystalization of the views and wants of many people and groups in the body social)”. 
kebijakan publik adalah perpaduan dan kristalisasi daripada pendapat-pendapat dan 
keinginan-keinginan banyak orang dan golongan dalam masyarakat. 
 Beberapa pengertian mengenai kebijakan publik, ialah antara lain :  
1. Kebijakan publik berdasarkan pemikiran dari Chandler dan Plano 
(1988) ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-
sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik 
atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik 
merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-
menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang 
beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut 
berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.  
2. Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai 
kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang 
dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, pengertian tersebut 
dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang 
berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan 
karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi 
sangat luas, di samping kajiannya yang hanya terfokus pada negara 
sebagai pokok kajian.  
3. Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai 
pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 
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keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat 
melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan 
tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah 
yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada 
masyarakat.  
4. Anderson (1975) memberikan definisi tentang kebijakan publik 
sebagai kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 
1)kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai 
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik 
berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan 
apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan 
merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) 
kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti 
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah 
tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan 
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah 
setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan 
perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.  
5. Woll (1966), menurutnya kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas 
pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara 
langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi 
kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat 
tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah 
tersebut yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang 
dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang 
bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi 
kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, di mana 
kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk 
melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan 
membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi 
kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan 
efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyrakat. 
6. Heclo (1972, menggunakan istilah kebijakan publik secara luas yakni, 
sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya 
pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau 
keputusan yang bersifat khusus.  
7. Henz Eulau dan Kenneth Previt (1973), merumuskan kebijakan 
sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang 
berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat 
kebijakan dan yang melaksanakannya.  
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8. Jonnes (1977), memandang kebijakan publik sebagai suatu 
kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya 
mengubahnya sedikit demi sedikit.  
2. Implementasi Kebijakan   
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks 
bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai 
kepentingan. 
Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan 
tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, 
yakni; pendekatan top down dan bottom up. Dalam bahasa Lester dan Stewart 
(2000:108) istilah itu dinamakan dengan the command and control approach 
(pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan 
the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up 
approach). 
Pendekatan top down dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi 
awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari 
diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga 
menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak 
pada asumsi-asumsi yang sama dengan mengembangkan kerangka analisis 
tentang studi implementasi. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers 
untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” 
untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target 
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group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu 
badan yang berfungsi sebagai implementor. 
Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall B. Ripley 
dan Grace A. Franklin (1986) menulis sebagai berikut:  
“Implementation process involve many important actors holding diffuse and 
competing goals and expectations who work within a contexts of an 
increasingly large and complex mix of government programs that require 
participation from numerous layers and units of government and who are 
affected by powerful factors beyond their control (Ripley dan Franklin, 
1986:11)”. 
“Proses implementasi melibatkan banyak aktor penting memegang tujuan 
difus dan bersaing dan harapan yang bekerja dalam konteks campuran 
semakin besar dan kompleks program pemerintah yang membutuhkan 
partisipasi dari lapisan banyak dan unit pemerintah dan yang dipengaruhi 
oleh faktor-faktor yang kuat di luar kendali mereka (Ripley Dan Franklin, 
1986:11)”. 
Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor 
atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi 
dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual 
maupun variabel yang organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh 
tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. 
Keberhasilan implementasi kabijakan akan ditentukan oleh banyaknya 
variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan 
satu sama lain. 
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dari 
keseluruhan proses kebijakan. Keputusan kebijakan yang merupakan sebuah 
harapan ideal diwujudkan dalam kenyataan melalui implementasi. Terdapat 
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kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi yaitu suatu keadaan dimana 
dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara 
apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan yang senyatanya 
tercapai.  
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada 
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 
melalui formulasi derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. 
Pengertian Implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pariata Westra 
dan Kawan-kawan (1991;256) adalah:  
“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari 
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala 
kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana 
tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai 
dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.  
  
 Pengertian Implementasi Kebijakan, dikemukakan oleh Syukur Abdullah 
(1987;10), adalah:  
“Suatu rangkaian tindak lanjut, setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan 
ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi 
maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program 
ataupun kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari 
program yang ditetapkan semula”. 
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Adapun defenisi Implementasi Kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan 
Paul Sabatier (1983;61) sebagaimana dikutip dalam buku Leo Agustino (2006; 
139),yaitu: 
“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan 
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 
perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 
badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah 
yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin 
dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya ”. 
Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi 
implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-
individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 
sebelumnya. 
Michael Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam buku Subarsono 
(2006;13), bahwa: “Implementasi Kebijakan adalah proses untuk melaksanakan 
kebijakan supaya mencapai hasil”. 
Implementasi kebijakan publik menurut Kamus Webster dalam Wahab 
(1991:50) diartikan “ to provide the means or carrying out (menyediakan sarana 
untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/ 
akibat terhadap sesuatu)”. Sejalan dengan hal tersebut , Jones (dalam Widodo, 
2001:191)  mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai “ getting the job 
done “ and doing it “ lebih lanjut Jones menambahkan implementasi sebagai      
“ a process of getting additional recources so as to figure out what is to be done“ 
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(sebuah proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat 
menghitung apa yang harus dikerjakan). 
3. Teori Implementasi Kebijakan 
Agustino (2006:149) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli 
mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 
a.Tori George C Edwar III 
Dalam proses implementasi terdapat faktor atau variabel yang merupakan 
syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Menurut Georg 
C. Edwars III bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya 
proses implementasi kebijakan adalah:  
1. Komunikasi 
Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 
suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Komunikasi sangat 
menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi 
kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar 
implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi 
tujuan dan sasaran kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui 
apa yang harus dilakukan. Apa  yang menjadi tujuan dan sasaran  kebijakan 
harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran ( target group ) sehingga 
akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan sasaran suatu 
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kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 
sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 
Komunikasi amatlah penting peranannya karena suatu program 
hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksananya. 
Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi kejelasan 
dari informasi tersebut. 
2. Sumberdaya  
Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan salah satu hal yang 
sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Walaupun isi 
kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 
implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi 
tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya 
manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya financial. 
Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. 
Tanpa sumerdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja 
Sumberdaya meliputi empat komponen yaitu: staf yang cukup, 
informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang 
cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan. 
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3. Disposisi   
Variabel ketiga yang juga mempengaruhi tingkat keberhasilan 
implementasi sebuah kebijakan adalah disposisi. Disposisi adalah watak dan 
karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan 
sifat demokratis. Apabila implementator memiliki posisi yang baik, maka dia 
akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang 
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan 
juga menjadi tidak efektif. 
Sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program 
khususnya dari para pelaksana yang menjadi implementor dari program, 
dalam hal ini adalah aparatur Negara. 
4. Struktur Birokrasi 
Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 
implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-
sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tersedia, atau para 
pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan 
mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan 
kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya 
kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah 
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan 
koordinasi dengan baik, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada 
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kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber 
daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. 
Struktur birokrasi merupakan standar prosedur operasional yang 
mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. 
Jika keempat hal tersebut diatas tidak ada maka akan sulit sekali mencapai 
hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah yang bersifat 
adhoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khususnya tanpa pola 
yang baku. Fregmentasi yang sering terjadi di dalam organisasi harus 
dihindari dan diatasi dengan cara system koordinasi yang baik. 
b. Teori Marilee S. Grindle 
Merille S. Grindle (1980), dia berpendapat bahwa:  
“keberhasilan kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konsep 
imlplementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 
ditransformasikan maka implementasi kebijakan dilakukan oleh derajat 
implemtabiliti dari kebijakan yang mencakup”: 
1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan 
2. Jenis manfaat yang akan dilaksanakan 
3. Derajat perubahan yang diinginkan 
4. Kadudukan pembuat kebijakan 
5. Sumber daya yang dikerahkan 
Sementara itu konsep implementasinya adalah: 
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat 
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2. Karakteristik lembaga pengusaha 
3. Kepatuhan dan daya tangga 
c. Teori Daniel A. Mazmanian Dan Paul A. Sabatier 
Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang 
mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 
Karakteristik masalah (tractability of the problems) 
1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, dimana di satu pihak 
terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, 
seperti kekurangan persedian air bersih bagi penduduk. 
2.Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu 
program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya 
adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama. 
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program 
akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua 
populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan 
apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. 
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, dimana sebuah program yang 
bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah 
diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap 
dan perilaku masyarakat. 
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Karakteristik kebijakan (ability of statute to structure implementation), yaitu: 
1. Kejelasan isi kebijakan, yaitu semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, 
maka akan lebih mudah diimplementasikan, karena implementor mudah 
memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. 
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, dimana kebijakan 
yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, 
meskipun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.  
3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, dimana 
sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial, 
setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya 
memerlukan biaya.  
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi 
pelaksana, dimana kegagalan program sering disebabkan oleh kurangnya 
koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam 
implementasi program. 
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi 
di negara-negara  dunia ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya 
adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan 
pekerjaan atau program-program. 
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7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk bepartisipasi dalam 
implementasi kebijakan, dimana suatu program yang memberikan peluang 
luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan 
dibanding program yang tidak melibatkan masyarakat.  
Lingkungan Kebijakan (nonstatutory variable affecting implementation), yaitu: 
1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dimana 
masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima 
program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan 
tradisional. 
2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang 
memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, 
sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, misalnya kenaikan harga 
BBM akan kurang mendapat dukungan publik. 
3. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups), dimana kelompok pemilih 
yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi  kebijakan 
melalui berbagai cara, yaitu kelompok pemilih dapat melakukan intervensi 
terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai 
komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; dan kelompok 
pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan 
pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap 
badan-badan pelaksana. 
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4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada 
akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah 
tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga 
aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas 
tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 
d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 
Meter dan Horn (Subarsono, 2006:99) mengemukakan bahwa terdapat lima 
variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 
1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus 
jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran 
kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah 
menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 
2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, 
baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. 
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementasi 
sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, 
sehingga diperlukan koordinasi dan kerjaama antar instansi bagi 
keberhasilan suatu program. 
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-
norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya 
itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 
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5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya 
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan 
dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni 
mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di 
lingkungan; serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu: respon 
implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya 
unutk melaksanakan kebijakan; kognisi, yaitu pemahaman terhadap 
kebijakan; intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki 
oleh implementor. 
d. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 
Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat 
mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni: kondisi lingkungan; 
hubungan antar organisasi; sumberdaya organisasi untuk implementasi program; 
karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. 
e. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining 
Weimer dan Vining (Subarsono, 2006:103) mengemukakan bahwa terdapat tiga 
kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi 
suatu program, yaitu: 
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1. Logika kebijakan, dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang 
ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis. 
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan 
implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal 
ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau 
geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bisa saja gagal 
diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda. 
3. Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor 
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
Berdasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut 
diatas, guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan 
yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang dianggap relevan dengan materi 
pembahasan dari objek yang diteliti. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti 
menjustifikasi teori-teori lain tidak lagi relevan dalam perkembangan teori 
implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan peneliti agar 
lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini, sehingga 
membantu dalam menjawab tujuan dari penelitian ini. 
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Edward III (Subarsono, 2006:90) menyarankan untuk memperhatikan empat 
isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:  
KOMUNIKASI 
 
SUMBER DAYA 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
DOSPOSISI 
STRUKTUR BIROKRASI  
GAMBAR 1: SKEMA MODEL IMPLEMENTASI GEORGE C EDWARD 3 
Dari gambar diatas bila dikaitkan dengan Kebijakan  rehabilitasi dan 
reklamasi hutan. Dapat dijelaskan bahwa model implementasi di atas memiliki 
perspektif top down yang model implementasi kebijakan publiknya dinamakan 
dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang 
diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, 
(3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. 
a.Komunikasi 
Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan 
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi 
menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan 
informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. 
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Pengetahuan atas hal-hal yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila 
komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan 
peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia 
yang tepat. 
Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat 
dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana 
komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementer 
akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan 
diterapkan dalam masyarakat. 
Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan 
aspek komunikasi ini, yaitu: 
1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 
menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali 
yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah 
pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut 
telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang 
diharapkan terdistorsi di tengah jalan. 
2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima 
oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak 
membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu 
menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu 
para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan 
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kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan 
menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang 
telah ditetapkan. 
3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun 
informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 
haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. 
Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat 
menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 
b. Sumber daya 
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk 
melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara 
efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan 
agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka kebijakan hanya sekedar 
kertas dokumen. 
Edward III (1980:53) menyatakan bahwa hal ini meliputi 4 komponen, 
yaitu: 
1. Staf (staff), dimana kuantitas dan kualitas pelaksana yang memadai 
merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. 
2. Informasi (information) yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan 
3. Kewenangan (authority) tugas dan tanggung jawab 
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4. Fasilitas (facilities) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan, dimana 
seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, 
mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin 
mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa 
fasilitas yang mendukung untuk melakukan koordinasi, maka besar 
kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. 
c. Disposisi  
Adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, 
khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, dalam hal 
ini terutama adalah aparatur birokrasi.  Apabila implementor memiliki 
disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik 
seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedang apabila 
implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka 
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edward III 
(1980:98) menyatakan bahwa dua aspek yang perlu diperhatikan dalam 
mengatasi dampak dari sikap birokrat/pelaksana yang seringkali 
mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah dibuat, yaitu  
1. Penempatan pegawai (staffing the bureaucracy), dimana sikap dari para 
aparat birokrasi kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap 
ataupun cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Apabila 
mendapat masalah dalam implementasi kebijakan khususnya dari 
perilaku aparat birokrasi pelaksana. Hal ini diselesaikan dengan 
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mempertimbangkan pengangkatan eksekutif, sistem pelayanan publik, 
sistem aturan kepegawaian dan metode-metode personel yang sudah 
ada. 
2. Insentif (incentives), dimana mengganti susunan pegawai pada birokrasi 
pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dan hal tersebut tidak 
menjamin proses implementasi berjalan lancar. Teknik lain yang dapat 
digunakan adalah dengan mengubah insentif. Memanipulasi atau 
mengubah insentif pembuat kebijakan pada level atas diharapkan dapat 
mempengaruhi kinerja atau tindakannya.  
d. Struktur birokrasi  
Struktur organisasi adalah susunan komponen (unit-unit) kerja dalam 
organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 
kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 
diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga 
menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian 
laporan (Sugandha, 1997:23). 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 
Edward  III (1980:125) menyatakan bahwa aspek-aspek dari struktur 
birokrasi, yaitu  
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1. Adanya suatu SOP (Standard Operation Procedure) yang mengatur  
tata aliran pekerjaan dan pelaksana program.  SOP juga 
memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam 
organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya 
dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik (seseorang dapat 
dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain) serta adanya 
keadilan dalam pelaksanaan aturan. 
2. Fragmentasi (fragmentation) adalah adanya penyebaran tanggung 
jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. 
Adapun akibat dari adanya fragmentasi, yaitu menyebabkan 
penyebaran tanggung jawab dan hal ini mengakibatkan koordinasi 
kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas 
kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang 
timbul kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh 
sebab  itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-
unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah (Edward III, 
1980:134).     
Keempat faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan proses implementasi 
dan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lain. Dalam 
implementasi kebijakan, ada satu hal yang paling penting ditambahkan, yaitu 
diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana di lapangan untuk memilih 
tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenangnya, apabila menghadapi 
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situasi khusus ketika kebijakan tidak mengatur atau berbeda dengan kondisi 
lapangan (Dwidjowijoto, 2006:26). 
5.Konsep Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 76 tahun 2008 tentang 
rehabilitasi dan reklamasi hutan  
a. Penegrtian rehabilitasi hutan 
Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, 
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutandan lahan sehingga daya 
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga 
kehidupan tetap terjaga. 
b. Pengertian Reklamasi Hutan 
Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali 
lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai 
dengan peruntukannya. 
c. Kriteria dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan 
Untuk menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ditetapkan pola 
umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan. Kriteria dan standar 
rehabilitasi dan reklamasi hutan meliputi aspek: 
1. Aspek kawasan meliputi kepastian penanganan kawasan yang ditentukan 
melalui analisis perencanaan berdasarkan ekosistem DAS, kejelasan 
status penguasaan lahan, dan berdasarkan fungsi kawasan. 
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2. Aspek kelembagaan meliputi sumberdaya manusia yang kompeten, 
organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing, 
dan tata hubungan kerja. 
3. Aspek teknologi meliputi penerapan teknologi yang ditentukan oleh 
kesesuaian lahan atau tapak setempat, tingkat partisipasi masyarakat, 
dan penyediaan input yang cukup. 
d. Tujuan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
Secara spesifik Rehabilitasi dan Reklamasi bertujuan untuk mendukung 
keberhasilan dalam mengembalikan dan meningkatkan  fungsi hutan,  yang 
efektif dan efisien. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI 
IMPLEMENTASI 
b . Kerangka Konseptual 
 Untuk memudahkan dan menyamakan persepsi kita terhadap karya ilmiah 
ini, maka di bawah ini penulis akan memberikan gambaran tentang kerangka 
pemikiran dari karya ilmiah ini. 
 
Gambar 2. Skema  kerangka konseptua 
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Disposisi 
Struktur Birokrasi 
Implementasi kebijakan 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif, di mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang 
relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan solusi dalam 
permasalahan tersebut. 
Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan konsep 
judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah 
pada studi kasus. 
B.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamuju khususnya di dinas kehutanan. 
Penentuan lokasi penelitian ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten 
Mamuju merupakan daerah yang sekarang ini sudahmengalami banyak kerusakan 
dan perubahan fungsi hutan, sehingga peneliti berminat untuk melihat proses 
implementasi kebijakan tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan khususnya 
implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 76 tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi hutan. 
C. Tipe  Penelitian  
 Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
penelitian eksplanasi, yaitu penelitian yang bermaksud memberi penjelasan secara 
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sistematis, faktual dan akurat mengenai nilai, informasi-informasi, fakta-fakta  dari 
gejala-gejala yang ada, baik itu institusi sosial, ekonomi ataupun politik dari suatu 
kelompok atau daerah. Penelitian jenis ini tidak menggunakan serta menguji 
hipotesa, Usman dan Akbar (2004:4), Mardalis (1999:26). Dasar penelitian ini adalah 
studi kasus (case study), yang mempelajari dan mengkaji secara intensif, mendalam 
dan menyeluruh tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu 
sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat, Husaini Usman dan Setiady 
Akbar (2004:5). 
D. Unit Analisis 
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis program 
kebijakan dalam hal ini tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten 
Mamuju. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa berbagai 
indkator dalam kajian ini lebih tepat diteliti dengan pendekatan pada program 
kebijakan. 
E. Informan 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang 
representatif, maka diperlukan informan kunci (mengingat penelitian ini adalah studi 
kasus) yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang 
dikaji/diteliti melalui informan kunci (Miles dan Huberman. 1992). Informan kunci (key 
informan), informan awal dipilih secara purposive (purposive sampling). Sedangkan 
informan selanjutnya ditentukan dengan cara “snowball sampling”, yaitu dipilih 
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secara bergulir sampai menunjukkan tingkat kejenuhan informasi. 
Informan kunci yang dimaksud adalah :  
1. Kepala dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Mamuju, 
2. Kepala bidang dan staf pegawai dinas kehutanan dan perkebunan Kab. 
Mamuju 
3. Kelompok tani 
4. Petugas lapangan  
5. Pengawas lapangan  
 F. Jenis Data  
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari 
wawancara (interview), observasi dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian 
dan analisis isi dari bahan-bahan tertulis. Wawancara (interview) tentang 
implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di kabupaten mamuju 
adalah data diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 
penelitian 
  Ada beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Data primer yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu 
pada   penyelenggara pemerintah di Kabupaten Mamuju (Dinas 
Kehutanan Kabupaten Mamuju yang menaungi langsung akan 
pelaksanaan implementasi rehabilitasi dan reklamasi hutan). 
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2. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung 
penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan yang ada, 
baik dari organisasi politik atau tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai 
media yang senantiasa berkaitan dengan masalah Proses Implementasi 
Kebijakan tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju.  
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus 
dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi  operasional dapat 
mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. 
Definisi operasional merupakan penjelasan dari kerangka konseptual. 
Adapun variabel yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan Implementasi kebijakan tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan di 
Kabupaten Mamuju. Adapun variabel penelitian yaitu: 
1. Komunikasi 
Keberhasilan suatu kebijakan juga harus didukungan dengan 
komunikasi antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tersebut, 
sehingga tidak menimbulkan miscommunication (kesalahpersepsian) akan 
suatu kebijakan dalam proses implementasinya. Ada tiga aspek yang 
dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi ini, 
yaitu: 
a. Transmisi atau penyampaian informasi, yaitu penyaluran komunikasi 
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yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik 
pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah 
pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah 
melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan 
terdistorsi di tengah jalan. 
b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh 
para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. 
Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi 
kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan 
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain 
maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak 
dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 
c. informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah 
jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila 
perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat 
menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 
2. Sumber daya  
      Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya 
untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan 
secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, 
yakni kompetensi implementor serta sumber finansial. Sumber daya 
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adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, dimana 
tanpa sumberdaya maka kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. 
Adapun aspek-aspek dari sumber daya berupa: 
a. Staf yang cukup: yaitu berupa kuantitas dan kualitas atau keahlian-
keahlian yang dimiliki oleh staf pelaksana. 
b. Informasi: yaitu ketersediaan informasi yang dibutuhkan mengenai 
bagaimana melaksanakan kebijakan. 
Kewenangan: yaitu wewenang implementor dalam melaksanakan 
kebijakan. 
c. Fasilitas: yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna membantu 
kinerja pelaksana dalam implementasi kebijakan.  
3. Disposisi  
          Adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, 
khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, dalam hal 
ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi 
yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang 
diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedang apabila implementor memiliki 
sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 
kebijakan juga menjadi tidak efektif. Apabila dalam proses implementasi 
ditemui masalah pada disposisi pelaksana, maka dapat diupayakan 
penyelesaiannya berupa:  
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a. Pengangkatan pelaksana: yaitu pemilihan dan penempatan personil 
pelaksana kebijakan agar dapat bekerja/mengimplementasikan program 
kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. 
b. Insentif: yaitu reward yang diberikan bagi pelaksana (pihak yang terlibat) 
program kebijakan. 
4. Struktur birokrasi  
 Struktur dari organisasi yang bertugas mengimplementasikan 
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 
kebijakan. Dua aspek struktur yang penting dari struktur birokrasi yaitu: 
a. Adanya suatu SOP (Standard Operation Procedure) yang mengatur tata 
aliran pekerjaan dan pelaksana program  
b. Adanya fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab yang 
membutuhkan koordinasi dari semua unit atau pihak yang terkait dengan 
implementasi. 
6. Implementasi 
Implementasi kebijakan adalah suatu tindak lanjut setelah suatu 
kebijakan(PP Nomor 76 tahun 2008) di tetapkan, baik strategi-strategi 
maupun operasionalnya guna mencapai tujuan dari program kebijakan 
tersebut.  
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H. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang valid dan objektif, maka dalam penelitian ini 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1.Interview (wawancara) yaitu teknik yang diarahkan untuk menghimpun 
informasi dari para informan yang kompeten dan oleh karenanya dianggap 
mengetahui tentang kondisi objektif dari proses dan tahapan pelaksanaan 
rehabilitasi dan reklamsi hutan. 
2.Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang 
diteliti secara langsung terhadap obyek penelitian dimana penulis secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan meninjau aktifitas 
secara langsung. 
I. Teknik Analisis Data 
 Analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian ataupun 
pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proporsi awal penelitian, 
dengan mengikuti proposisi teoriti yang menuntun studi kasus (Yin, 1996:133). 
Adapun pendukung data yang lain, seperti sejarah ringkas instansi, struktur 
organisasi dan data lain yang berhubungan dengan penelitian. 
Yin (1996:140) menyatakan bahwa dalam studi kasus, terdapat tiga bentuk 
analisis dominan yang menentukan dan hendaknya digunakan, yaitu: 
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1. Penjodohan Pola 
Membandingkan suatu pola yang didasarkan atas empiri dengan pola 
yang diprediksikan atau dengan beberapa prediksi alternatif, dimana apabila 
kedua pola tersebut ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas 
internal studi kasus yang bersangkutan. 
2. Pembuatan Penjelasan 
“Menjelaskan” suatu fenomena berarti menetapkan serangkaian 
keterkaitan timbal balik mengenai fenomena tersebut. Tujuannya adalah 
menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan 
tentang kasus yang bersangkutan. 
3. Analisis Deret Waktu 
Strategi analisis deret waktu yaitu menyelenggarakan analisis dengan 
urutan atau deret waktu dari suatu kejadian.  
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BAB IV 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN  
A. Sejarah Singkat Kabupaten Mamuju 
Kabupaten Mamuju merupakan salah satu Daerah Kabupaten dari lima 
kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Daerah kabupaten ini terbentuk 
sejak tahun 1985. Terbentuknya kabupaten Mamuju tersebut sekaligus menambah 
jumlah kabupaten di Sulawesi Selatan sebelum akhirnya bergabung dalam wilayah 
provinsi yang baru terbentuk tahun 2004 yaitu Provinsi Sulawesi Barat.  
Seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang 
No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana direvisi menjadi 
Undang-Undang No.32 tahun 2004, Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai salah 
satu Daerah Otonom. Ini juga berarti memiliki hak dan kewenagan untuk menggali, 
mengelolah dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Selain itu, juga 
memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan 
pemerintahan daerahnya sendiri. 
 
B.Keadaan WilayahGeografis dan Pemerintahan 
Kabupaten Mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada posisi1º38’ 
110” 2º54’552”LitngSeltn;dan11º54’47” 13º5’35 BujrTiurdar 
Jkara;(0º0’0”Jakara=160º48’28”Bujri urrenWih)  
 
Secara administratif, Kabupaten Mamuju berbatasan dengan : 
- Kabupaten Mamuju Utara di sebelah Utara 
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- Kabupaten Luwu Utara di sebelah Timur 
- Kabupaten Mamasa, dan Tana Toraja di sebelah Selatan 
- Selat Makassar di sebelah Barat. 
Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 801.406 Ha, secara administrasi 
Pemerintahan terbagi atas 15 Kecamatan, terdiri dari 111 Desa, 10 Kelurahan, dan 2 
UPT. Dari 123 desa/kelurahan/UPT tersebut, 41 diantaranya terletak di kawasan 
pantai. Topografi 57 desa/kelurahan di Kabupaten Mamuju berupa bukit, sedangkan 
66 sisanya topografinya datar.  
Kedudukan wilayah geografis yang luas dan strategis tersebut, telah 
mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menetapkan Kabupaten 
Mamuju sebagai pusat Pemerintahan dan pelayanan jasa, serta sekaligus menjadi 
ibukota Provinsi termudah di Indonesia.  
Kedudukan Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi, menyebabkan 
berbagai aktivitas pembangunan infrasrtuktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial 
terus berkembang pesat di daerah terdebut. Akibatnya, aktivitas penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, perekonomian, perdagangan, jasa dan politik terus 
mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Akibat dari itu pula, sejumlah 
kegiatan usaha dan investasi dalam berbagai bidang pembangunan dan sektor 
lapangan usaha terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Kedudukan wilayah Kabupaten Mamuju yang luas dan strategis tersebut, 
pada dasarnya terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, sebagaimana tertera pada 
tabel dibawah ini: Kedudukan wilayah Kabupaten Mamuju yang luas dan strategis 
tersebut, pada dasarnya terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, sebagaimana tertera 
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No. KECAMATAN LUAS 
WILAYAH 
(KM²) 
PERSENTASE 
(%) 
1. 
2. 
3.. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Tapalang 
Tapalang Barat 
Mamuju 
Simboro dan Kepulauan 
Kalukku 
Papalang 
Sampaga 
Tommo 
Kalumpang 
Bonehau 
Budong-Budong 
Pangale 
Topoyo 
Karossa 
Tobadak 
504,11 
127,14 
160,24 
100,69 
467,83 
160,43 
95,94 
588,28 
1.778,21 
950,76 
1.140,43 
232,52 
539,32 
1.069,31 
100,13 
6,29 
1,59 
2,00 
1,26 
5,76 
2,00 
1,20 
7,34 
22,19 
11,86 
14,23 
2,90 
6,79 
13,34 
1,25 
Jumlah - Total 8.014,06 100,00 
 
pada tabel dibawah ini: 
Tabel 1 Keadaan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tahun 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BPS Kabupaten Mamuju, Tahun 2009 
Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari kelima belas wilayah 
kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalumpang merupakan 
Kecamatan terluas dengan luas 1.178,21 km persegi atau 22,19 persen dari seluruh 
luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan Kecamatan yang terkecil adalah 
58 
 
No. KECAMATAN JUMLAH 
PENDUDUK 
(JIWA) 
PERSENTASE 
(%) 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Tapalang 
Tapalang Barat 
Mamuju 
Simboro dan Kepulauan 
Kalukku 
Papalang 
Sampaga 
Tommo 
Kalumpang 
Bonehau 
Budong-Budong 
Pangale 
Topoyo 
Karossa 
Tobadak 
15.210 
7.213 
40.246 
20.454 
42.566 
20.507 
13.689 
17.506 
13.153 
8.997 
20.257 
13.063 
22.838 
20.376 
20.753 
13,56 
14,34 
Jumlah –Total 296.828  
Kecamatan Sampaga dengan luas 95,94 km persegi atau 1,20 persen dari seluruh 
luas wilayah Kabupaten Mamuju. 
 
C.Keadaan Demografi Penduduk 
Seiring dengan pesatnya perkembangan wilayah, mendorong terjadinya 
jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan data BPS 
Kabupaten Mamuju selama satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan sekitar 3,50 
% dari 286.779 jiwa pada tahun 2006 menjadi 296.828 jiwa pada tahun 2007 yang 
tersebar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju. Menurut jenis kelamin, 
tercatat penduduk laki-laki sebesar 152.694 jiwa sedangkan penduduk perempuan 
sebesar 144.134 jiwa. Penyebaran penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
   Sumber : BPS Kabupaten Mamuju, Tahun 2009 
 Data pada table 2 di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk terbesar 
terdapat di dua Kecamatan yaitu kecamatan Kalukku dengan penduduk sebesar 
42.566 jiwa (14,34%) dan Kecamatan Mamuju dengan penduduk sebesar 40.246 
jiwa (13,56%) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju. Sedangkan 
Kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Tapalang Barat 
dan Kecamatan Bonehau yakni masing-masing hanya sekitar 7.213 jiwa (%) dan 
8.997 (%) dari total jumlah penduduk Kabupaten Mamuju. 
Dari data pada tabel 1 dan 2 di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
Kecamatan mempunyai wilayah yang luas namun memiliki jumlah penduduk 
yang relatif sedikit, demikian pula sebaliknya bahwa juga terdapat beberapa 
Kecamatan mempunyai luas wilayah kecil justru lebih tinggi jumlah 
penduduknya. Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Mamuju cukup 
beralasan karena merupakan ibukota Kabupaten Mamuju, dan sekaligus 
ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pusat pemerintahan, 
pelayanan jasa, dan pusat pertumbuhan ekonomi. 
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BAB V 
PEMBAHASAN DAN HASIL 
 
A. Implementasi kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
Implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten 
Mamuju, tujuan dari implementasi kebijakan tersebut adalah usaha untuk 
memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar 
dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukanya, dalam mencapai tujuan dari 
kebijakan tersebut perlu diadakan implementasi karena tanpa implementasi, maka 
suatu kebijakan hanya akan menjadi dokumen. 
Tujuan dari implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di 
Kabupaten Mamuju implementasinya masih belum optimal, dimana masih banyak 
hutan yang mengalami kerusakan ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis 
dengan  masyarakat (kelompok tani) :   
”di kawasan hutan di Kabupaten Mamuju masih banyak yang mengalami 
kerusakandan tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya akibat 
kurangnya perhatian dari pemerintah” 
 
Hal ini dibenarkan oleh salah satu salah satu petugas lapangan di K  pegawai 
dinas kehutana yang menyatakan bahwa: 
“antusias pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan 
masih kurang karena pemerintah tidak begitu mengawasi masyarakat yang 
melakukan pembukan lahan untuk pertanian dan illegal loging sehingga 
menyebabkan banyak hutan yang mengalami kerusakan” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas sangat jelas bahwa masih 
banyak hutan di Kabupaten Mamuju yang mengalami kerusakan hutan, hal ini 
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disebabkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah, 
padahal dalam pelaksanaan kebijakan ini partisipasi pemerintah sangat 
dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi 
hutan di Kabupaten Mamuju dengan meningkatkan pengawasan bagi hutan. 
 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan syariat Islam. 
Suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun dengan 
implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju. 
Sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak melihat bagaimana proses 
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi 
kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju. Adapun 
berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
1. Komunikasi  
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari 
implementasi kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju, 
salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang 
berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan 
sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran 
(target group) dalam hal ini masyarakat (kelompok tani) dan petugas lapangan harus 
tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam 
upaya pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang 
cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi 
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sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau 
penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.  
a. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi) 
Proses penyampaian informasi mengenai tujuan kebijakan, yaitu terjadi 
antara pembuat kebijakan dan pelaksana implementasi agar apa yang 
diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai. Selain itu penyampaian 
informasi juga harus dilakukan antara pelaksana program  kebijakan dengan  
target group dalam hal ini adalah kelompok tani. 
Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan 
implementor menyangkut keterkaitan antara keputusan yang telah dibuat 
dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis 
pelaksanaan, sehingga implementor tidak mengalami kesalahan dalam 
mengimplementasikan kebijakan. 
 Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat 
kebijakan dengan pihak pelaksana serta yang menjadi sasaran dari kebijakan 
tersebut yaitu kelompok tani di Kabupaten Mamuju. Hal ini penting karena 
penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi 
yang baik pula.  
Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju 
atau stakeholder. Hasil wawancara penulis dengan kepala bidang Kehutanan 
63 
 
dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kabupaten Mamuju, muh. Amin S.TP M.Si 
mengungkapkan bahwa: 
“Proses penyampaian informasi mengenai kebijakan rehabilitasi dan 
reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju tersebut dilakukan dengan 
melaksanakan rapat yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dimana 
diikuti oleh seluruh pegawai yang telah ditunjuk untuk ikut serta dalam 
mensosialisasikan kenijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan ini 
diantaranya pegawai-pegawai di bawah naungan Bidang Kehutana“ 
 
Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Syamsul Bahril, S.Hut M.Si sebagai 
Kepala seksi Reboisasi dan Rehabilitasi bahwa: 
“kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju bagi 
masyarakat (kelompok tani) dan petugas lapangan ini saya dengar melalui 
rapat yang dilakukan oleh kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Mamuju dan juga membacanya di petunjuk teknis operasional. 
Oleh karena itu, saya bisa mengetahui bahwa ada suatu kebijakan yang 
masih terus dijalankan dalam rangka menindak lanjuti kebijakan yang 
telah di sah kan oleh Pemerintah”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa kebijakan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju bagi masyarakat 
(kelompok tani) dan petugas lapangan yang telah di sah kan oleh pemerintah, 
dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di 
lakukan dengan membuat rapat, dimana dalam rapat tersebut diikuti oleh semua 
pegawai yang berada di bawah naungan Bidang Kehutanan dengan 
memberikan pelatihan-pelatihan dan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 
oleh kepala dinas yang memimpin rapat. 
  Selain penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan 
pelaksana kebijakan seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka 
yang tidak kalah pentingnya adalah penyampaian informasi dari pelaksana 
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kebijakan kepada target group, agar target group paham sasaran ataupun 
tujuan dari kebijakan tersebut.  
Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala Bidang 
Kehutanan kepada kelompok tani dalam hal ini sebagai target group dari 
kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju. Berikut 
petikan wawancara dengan Bapak Muh. Amin S.TP M.Si sebagai Kepala kepala 
Bidang Kehutanan dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju yang 
menyatakan bahwa: 
 “Proses penyampaian informasi kepada masyarakat dalam hal ini 
Masyarakat  (kelompok tani) dan petugas lapangan sebagai target group 
sudah dilakukan melalui beberapa proses sosialisasi, misalnya melalui 
penyuluhan, pelatihan pembinaan dan sosialisasi ke masyarakat 
(kelompok tani) petugas lapangan sebagai target group demi 
menyampaiakan informasi tentang isi dan tujuan dari kebijakan rehabilitasi 
dan reklamasi hutan ini” 
 
Hal serupa juga dibenarkan Masyarakat/kelompok tani sebagai target 
group yang menjalankan kebijakan ini, bahwa : 
“Kebijakan ini saya tahu dari sosialisasi yang dilakukan kepada 
Masyarakat/kelompok tani dengan melakukan penyuluhan langsung 
kepada seluruh masyarakat/kelompok tani pada saat sosialisasi ini agar 
terus memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan 
Reklamasi hutan yang sudah di sah kan”  
  
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa 
penyampaian informasi dari pelaksana ke masyarakat/kelompok tani dan 
petugas lapangan sebagai target group yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh 
implementor dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan pembinaan. Hal ini 
menunjukkan bahwa penyampaian tujuan, isi serta manfaat dari kebijakan 
kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju dari pelaksana 
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kepada masyarakat/kelompok tani dan petugas lapangan sebagai target group 
sudah berjalan secara optimal. 
Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, 
bahwa melalui aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik 
dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat menyadarkan 
semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan 
sasaran suatu program atau kebijakan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam 
pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kebijakan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju ini, perlu adanya 
penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target group dalam hal ini 
masyarakat/kelompok tani dan petugas lapangan, sehingga mereka tahu 
mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Selain itu perlu adanya 
bentuk penyampaian informasi yang lebih menjangkau ke seluruh lapisan 
masyarakat, begitupun dari sisi masyarakat itu sendiri sebagai komunikan atau 
penerima informasi perlu ditumbuhkan kesadaran untuk lebih partisipatif dalam 
proses penerimaan informasi agar informasi yang ada dapat tersampaikan 
dengan baik kepada semua pihak yang terkait, sehingga proses pelaksanaan 
kebijakan dapat berjalan dengan baik. 
b. Kejelasan Informasi 
Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program 
atau kebijakan, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya 
kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para 
pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan 
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haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi 
antara pembuat kebijakan, pelaksana dan target group dalam hal ini 
masyarakat/kelompok tani dan petugas lapangan. Dengan kejelasan informasi 
maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman 
yang berdampak pada hasil dari kebijakan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi 
hutan di Kabupaten Mamuju. Informasi tentang kebijakan tersebut yang 
disampaikan melalui lisan dan tulisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas 
atau tidak informasi yang disampaikan dan diterima. 
Berkenaan dengan kejelasan informasi pada faktor komunikasi, berikut 
hasil wawancara dengan Bapak Ir. Abraham Latip selaku Kepala Dinas 
Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Mamuju yang menyatakan bahwa: 
“wah jelas, petunjuk pelaksanaan atas hal-hal yang mesti dilakukan oleh 
pelaksana sudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan kebijakan ini dalam hal ini pegawai-pegawai yang berada di 
bawah naungan Dinas Kehutanan dan mereka semua sudah tahu 
tanggung jawabnya masing-masing dan prosedur pelaksanaannya juga 
jelas diatur dalam Kebujakan tersebut, mereka semua juga sudah dibekali 
melalui pelatihan-pelatihan, yang jadi masalah selama ini mengenai 
pemberian sanksi yang kurang jelas diberikan oleh pihak pelaksana dalam 
hal ini Bidang Kehutanan karena biasanya kelompok tani menyuap 
petugas  jadi budaya/ penyuapan yang masih kuat apalagi yang di 
kecamatan-kecamatan yang membuat pelaksanaan dan pemberlakuan 
akan sanksi bagi kelompok tani  yang belum tidak optimal melaksanakan 
rehabilitasi dan reklamasi kurang kuat padahal jelas-jelas sudah diatur 
dalam pasal 7 dalam kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan”.  
 
Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
kejelasan informasi bagi pelaksana sejauh ini sudah baik dan sangat jelas, 
selain itu semuanya telah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan dan sudah 
dibekali melalui pelatihan-pelatihan yang dibiayai langsung oleh PEMDA, akan 
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tetapi budaya/ faktor suap terhadap petugas yang masih kental/ kuat membuat 
pelaksanaan akan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menjadi kurang 
optimal karena pelaksana kebijakan dalam hal ini kepala bidang Kehutanan 
Khususnya seksi reboisasi dan Rehabilitasi masih kurang memberlakukan 
sanksi yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Padahal, dengan adanya 
kejelasan informasi mengenai tujuan dan petunjuk pelaksanaan maka dapat 
mendukung dalam pelaksanaan guna mencapai tujuan. 
Selain kejelasan informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, 
maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah kejelasan informasi bagi 
masyarakat khususnya siswa sebagai target group. Adapun mengenai kejelasan 
informasi mengenai kebijakan syariat Islam khususnya Kebijakan Rehabilitasi 
dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju, disampaikan oleh salah satu 
kelompok tani bahwa: 
“iya’, lumayan jelas informasi yang saya tahu tentang Kebijakan 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, tujuannya saya sudah tahu, tapi secara 
keseluruhan mengenai kewajiban dan sanksi serta hal-hal yang lain saya 
kurang tahu secara jelas, karena ketika kami mengikuti penyuluhan kami 
hanya diberitahu kalau kemi tidak melaksanakan kebijakan ini maka 
bantuan-bantuan untuk kelompok tani tidak akan kami dapatkan lagi 
namun kenyataannya banyak kelompok-kelompok tani yang lain masih 
belum melaksanakan program sebelumnya namun mendapatkan lagi 
bantuan dari dinas Kehutanan ”. 
   
Kemudian ditambahkan oleh salah satu petugas lapangan yang 
mengatakan, bahwa : 
“Kalau tujuannya saya tau’, tapi yang saya tidak tahu masalah sanksinya 
yang jelas karena selama ini yang menjadi penekan penting dalam 
pelatihan dan penyuluhan yaitu bagai mana cara melaksanakan program”.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 
tujuan umum dari Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten 
Mamuju ini telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat/kelompok tani dan 
petugas lapangan sebagai target group, meskipun secara detail dan lengkap 
mengenai kewajiban, sanksi, serta prosedur-prosedur yang berkaitan langsung 
dengan pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini belum 
dipahami oleh seluruh masyarakat/kelompok tani dan petugas lapangan. Hal ini 
dikarenakan tidak adanya ketegasan sanksi yang diberikan oleh para pelaksana 
perda dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dengan bidang Kehutanan yang 
masih mementingkan faktor sistem suap dan kurangnya kesadaran dan 
partisipasi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di 
lapangan/lokasi Rehabilitasi sesuai dengan isi dan pasal-pasal yang termuat 
dalam kebijakan dan Reklamasi Hutan yang dimana masih adanya petugas 
yang tidak memberlakukan sanksi bagi masyarakat/petugas lapangan yang 
belum memahami betul mamfaat dari Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi 
Hutan di Kabupaten Mamuju.  
Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa informasi yang diterima dari pembuat kebijakan ke target group dalam 
hal ini Masyarakat/kelompok tani dan petugas lapangan di Kabupaten Mamuju 
belum jelas pemberlakuan akan sanksi yang akan diberlakukan bagi 
masyarakat/kelompok tani dan petugas lapangan yang belum melaksanakan 
kebijakan tersebut, padahal sangat jelas diatur dalam kebijakan tersebut. 
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Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan  
bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hal penting agar 
seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut 
dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Adapun ketidakjelasan 
informasi menyebabkan kesalahan persepsi bagi pelaksana dan masyarakat 
dalam hal ini kelompok tani dan petugas lapangan sebagai target group 
pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten 
Mamuju, sehingga menyebabkan pelaksanaan dapat melenceng dari tujuan 
awal. Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan 
kejelasan informasi agar dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut dapat berupa 
pelayanan kontak masyarakat dengan pelaksana, serta upaya aktif dari semua 
pihak dalam mencari kejelasan informasi. 
 
c). Konsistensi  
 Implementasi harus konsisten, jelas dan bersih sehingga implementasi 
kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif. Informasi jelas dan bersih, akan 
tetapi instruksi/ perintah berlawanan dengan informasi yang diterima, maka 
akan sulit untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mudah terhadap 
pelaksanaan operasional untuk mempercepat implementasi. Meskipun 
demikian, pelaksanaan kadang-kadang dibebankan dengan informasi yang 
bertentangan atau tidak tetap.  
Berikut dikemukakan oleh salah satu staf bidang Kehutanan bahwa: 
“selama ini, informasi mengenai pelaksanaan akan Kebijakan Rehabilitasi 
dan Reklamasi Hutan memang sudah sangat jelas diatur dalam tapi 
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konsistensi dari para pelaksana kebijakan tersebut dalam hal ini para 
pelaksana yang terlibat langsung dengan siswa masih kurang, karena 
tidak adanya konsistensi akan pemberian sanksi yang jelas dilakukan bagi 
kelompok tani yang betul-betul belum menjalankan kebijakan ini 
sebagaimana yang telah diatur dalam kebijakan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan bagi kelompok tani di Kabupaten Mamuju.” 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten 
Mamuju, masih kurang konsistensi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan 
kepada target group dalam hal ini kelompok tani sesuai dengan informasi yang 
diberikan sebelumnya dalam hal tata cara pelaksanaan masih kurang adanya 
kejelasan sanksi yang diberikan bagi kelompok tani yang tidak menjalankan 
program yang telah di berikan. 
Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward III konsistensi atas 
informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindarkan kebingungan 
diantar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan 
pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju  
ini sangat dituntut  adanya konsistensi informasi namun jika terjadi perubahan 
karena  melihat kondisi masyarakat, secara otomatis informasi yang beredar 
dimasyarakat juga ikut berubah. 
2. Sumberdaya 
Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan 
teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumberdaya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian 
tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. 
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Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam proses 
implementasi atau pelaksanaan suatu program atau kebijakan, dimana tanpa 
adanya dukungan dari sumberdaya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun 
kemampuan ataupun keahlian para pelaksana program atau kebijakan pelaksanaan 
suatu program tidak akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sumberdaya dalam 
melaksanakan sebuah program atau kebijakan  merupakan salah satu faktor yang 
harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang 
telah direncanakan. Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya 
Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun 
kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya, 
selain itu dalam aspek sumberdaya juga perlu didukung oleh bagaimana 
ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau Kebijakan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju  
a. Kuantitas dan kualitas pelaksana  
Dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan tentu saja perlukan 
pelaksana guna mendukung terlaksananya program atau kebijakan dengan 
baik. Tanpa adanya personil untuk melaksanakan suatu program atau 
kebijakan, maka program atau kebijakan apapun tidak dapat berjalan dengan 
baik dan hanya akan tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh 
karena itu ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam 
mendorong keberhasilan suatu program atau kebijakan sangat diperlukan. 
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Hasil observasi langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian dalam 
hal ini diKabupaten Mamuju sebagai objek penelitian penulis. Berikut hasil 
wawancara penulis dengan salah satu petugas lapangan ”X” di Kabupaten 
Mamuju yaitu sebagai berikut: 
”Petugas lapangan desa ini kurang, ada petugas lapangan tapi kurangnya 
pengawasan dari patroli yang dilakukan jadi waktunya tidak banyak  
digunakan dalam rangka pembianaan ini. Mereka lebih memilih tinggal 
dirumah atau pergi kekebun untuk menambah penghasilan.”  
 
Hal ini dibenarkan oleh petugas lapangan di ”Y” Kabupaten Mamuju, yang 
menyatakan bahwa: 
”saya sebagai petugas lapangan di desa ini sudah lama  tidak pernah di 
datangi  oleh petugas patroli lapangan, akibatnya saya lebih banyak 
berkebun di bandingkan membantu kelompok tani untuk melakukan 
rehabilitasi.”  
  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan 
penulis dengan para informan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa 
pelaksana kebijakan ini di lapangan kuantitasnya masih kurang memadai, 
dimana sebagian petugas lapangan yang dulunya giat memberi penyuluhan 
terhadap kelompok tani yang sudah diangkat sebagai pegawai negeri sipil 
sudah tidak lagi memberikan bimbingan/pendampingan bagi kelompok tani di 
kecamatan masing tersebut malahan dia memilih pergi kebun untuk bertani  
yang menyebabkan kuantitas petugas lapangan di Kecamatan Babana semakin 
berkurang karena petugas lapangan yang dulu sudah tidak terlalu 
memperhatikan kelompok tani.  
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Selain jumlah pelaksana yang memadai juga diperlukan adanya 
pelaksana yang kompeten dalam menjalankan program tersebut, karena apabila 
jumlah pelaksana telah mencukupi, namun tanpa diimbangi dengan 
kemampuan atau keahlian dalam menjalankan program, maka dalam proses 
pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan sumber 
daya manusia yang terampil merupakan hal yang sangat penting agar 
pelaksanaan program atau kebijakan lebih efisien dan efektif, dimana 
kadangkala pelaksanaan suatu kegiatan terhambat selain karena jumlah 
pelaksana yang tidak memadai dan juga  pada kurangnya kualitas sumberdaya 
manusia sebagai pelaksana. 
Berikut hasil wawancara dengan bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku 
kepala bidang Kehutanan , yang menyatakan bahwa: 
“pelaksana Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini sudah 
berkompeten dimana keterampilan dan keahliannya dalam 
pendampingan/penyuluhan terhadap kelompok tani sangat bagus karena 
para petugas lapangan tersebut sudah mengikuti pelatihan-pelatihan 
sebelum di angkat sebagai pegawai petugas lapangan dan disebar ke 
kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Mamuju ini” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas , maka dapat diketahui 
bahwa secara umum kualitas keterampilan dan keahlian para pelaksana di 
lapangan dalam hal ini para petugas lapangan sudah sangat memadai karena 
sebelumnya para petugas lapangan tersebut sudah mengikuti pelatihan-
pelatihan sebelum di tetapkan sebagai petugas lapangan dan disebar ke 
kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Mamuju.  
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Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan 
bahwa jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai sangat memberikan 
dampak yang positif dalam pelaksanaan program. 
Jumlah dan kualitas dari pelaksana yang memadai dapat memberikan  
dampak positif dalam implementasi. Adapun munculnya masalah pada proses 
pencapaian tujuan dalam pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi 
Hutan salah satunya dipengaruhi oleh aspek, kurangnya sumberdaya dalam hal 
ini petugas lapangan yang disebabkan karena beberapa petugas lebih memilih 
berkebun akibat dari kurangnya pengawasan dari petugas patroli dari dinas 
Kehutanan, yang mengakibatkan terhambatnya proses 
penyuluhan/pendampingan terhadap kelompok tani dan akan berdampak 
terhadap menurunnya kemampuan kelompok tani dalam merehabilitasi dan 
reklamasi hutan, padahal salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam 
implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Untuk itu perlu 
adanya langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah ini,  salah satu 
diantaranya adalah dengan penambahan petugas lapangan dan pengawasan 
olh patroli karena walaupun kualitas pelaksana kebijakan sudah memadai tapi 
kuantitasnya masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan ini maka implementasi 
dari Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju tidak 
bisa berjalan dengan efektif. 
 
b. Informasi yang dibutuhkan 
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Informasi merupakan salah satu sumberdaya yang penting dalam 
implementasi program atau kebijakan. Ketersediaan informasi yang cukup bagi 
para implementator sangat mendukung pelaksanaan program atau kebijakan. 
Kurangnya sumberdaya informasi berupa pengetahuan tentang bagaimana 
mengimplementasikan kebijakan akan mendatangkan konsekuensi bagi para 
implementor yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sehingga berakibat 
pada ketidakefisienan pelaksanaan program atau kebijakan. 
Informasi memberikan gambaran bagi pelaksana apa yang harus 
dilakukan, begitupun dengan  Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan bagi 
kelompok tani  ini, diperlukan adanya ketersediaan informasi tentang apa yang 
harus dilakukan dan bagaimana cara implementor untuk melakukannya. Adapun 
informasi yang diperlukan berupa hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini seperti pemberian sanksi yang 
jelas sesuai yang telah diatur dalam kebijakan tersebut.  
Berkaitan dengan masalah informasi sebagai salah satu indikator dalam 
faktor sumberdaya, hasil wawancara dengan Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si 
selaku Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa: 
”Informasi akan isi dari kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dalam 
hal ini pemberlakuan sanksi kelompok tani yang tidak 
menjalankanprogram rehabilitasi sudah sangat jelas diatur dalam draf 
kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan  jadi tidak perlu lagi ada rapat 
dan pelatihan bagi para pelaksana perda dalam penjabaran isi Kebijakan 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan khususnya pemberlakuan akan sanksi.” 
  
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat mengambil 
kesimpulan bahwa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh implementor dalam 
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pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju 
bagi kelompok tani mengenai pemberlakuan sanksi yang tegas bagi kelompok 
tani yang tidak menjalankan rehabilitasi sudah sangat jelas di atur dalam Draf 
Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan bagi kelompok tani.  
Berikut hasil wawancara dengan kelompok tani  yang menyatakan bahwa: 
”kalo masalah sanksi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan saya 
sudah tahu’ dari petugas lapangan, cuma yang saya tidak mengerti 
kenapa masih ada juga kelompok tani  yang tidak menjalanka kebijakan 
rehabilitasi tetap mendapat program dan bantuan dari pemerintah” 
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas maka dapat disimpulkan 
bahwasanya informasi akan pemberlakuan sanksi bagi kelompok tani yang tidak 
menjalankan kebijakan sudah diketahui dari petugas lapangan tetapi kelompok 
tani tersebut belum memahami betul akan pemberlakuan sanksi tersebut karena 
masih ada kelompok tani yang menjalankan kebijakan tapi tetap mendapat 
bantuan dari Pemerintah. 
Sesuai yang dikemukakan oleh Edward III bahwa ketersediaan 
sumberdaya informasi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam proses 
pelaksanaan program atau kebijakan, baik itu informasi yang berasal dari atas 
berupa format atau materi yang terbaru maupun untuk masyarakat mengenai 
persyaratan dan tata cara pelaksanaannya, Apabila terjadi kekurangan 
informasi maka akan menyebabkan pelaksanaan  kurang tanggap terhadap 
perubahan yang terjadi, sehingga memperlambat pelaksanaan di lapangan 
nantinya. 
c. Kewenangan 
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Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk 
menentukan bagaimana program atau kebijakan dilakukan. Pada umumnya, 
kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat dilaksanakan. 
Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka 
kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat 
menggagalkan proses implementasi kebijakan.  
Berkenaan dengan wewenang sebagai salah satu indikator dalam faktor 
sumberdaya dalam implementasi, berikut petikan wawancara dengan Bapak Ir. 
Abraham Lati selaku kepala dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Mamuju, yang 
menyatakan bahwa: 
“Wewenang yang diberikan kepada pelaksana dalam melaksanakan 
program atau menyelesiakan masalah yang ada, yaitu dengan melaui 
prosedur yang sudah ditetapkan dalan aturan pelaksanaan atau Standar 
operation system (SOP) atau berkoordinasi dengan Bidang Kehutanan 
yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan  ini” 
 
Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Amin 
S.TP, M.Si selaku Kepala Bidang Kehutanan, bahwa 
 “Para pelaksana dituntut untuk memiliki inisitif dalam mengambil 
keputusan dan memecahkan masalah yang ada dalam pelaksanaan 
Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi sepanjang masih sesuai dengan 
aturan pelaksanaan yang sudah diatur sebelumnya”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para 
pelaksana dilapangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dengan tugas 
yang masing-masing mereka lakukan. Baik dalam mengambil keputusan atau 
memcahkan masalah yang muncul dilapangan. Sesuai dengan teori yang 
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dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa kewenangan dibutuhkan 
agar pelaksana dapat mengambil langkah antisipasi atau penyelesaian apabila 
menemui masalah dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Kewenangan 
merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 
program yang ditetapkan. 
 
d. Fasilitas 
Selain berupa sumberdaya yang telah dikemukakan sebelumnya, salah 
satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah pentingnya dalam 
pelaksanaan program atau kebijakan, yaitu ketersediaan fasilitas dalam proses 
pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Salah satu fasilitas pendukung yaitu 
tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program 
atau kebijakan karena tanpa sarana pendukung seperti bangunan sebagai 
kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, 
maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. 
Sama halnya dengan implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
di Kabupaten Mamuju, dalam hal ini pelaksanaannya membutuhkan fasilitas 
pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai. 
Berkaitan dengan permasalahan fasilitas berupa penyediaan sarana dan 
prasarana, berikut pemaparan dari Bapak Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku 
Kepala Bidang Kehutanan, yang menyatakan bahwa: 
“Dalam kebijakan ini dana yang disediakan oleh Pemerintah masih 
kurang, sehingga bantuannya diberikan sesuai kebutuhan dari kelompok 
tani seperti Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah berupa 
pembangunan tempat pembibitan, pengadaan bibit, pengadaan pupuk , 
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yang dimana kesemuanya ini di biayai Pemerintah dalam jumlah yang 
terjangkau.” 
 
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Bahrl, S.Hut, MSi. Nur, 
selaku kepala seksi  rehabilitasi, yang menyatakan bahwa: 
”Jadi kelompok tani  memasukkan proposal, apa-apa yang mereka 
butuhkan. Jadi nanti kita sama-sama dengan Kepala Bidang Kehutanan  
yang menaungi langsung kebijakan ini untuk memutuskannya karena 
sebisa mungkin dana ini bisa tersebar keseluruh kecamatan-kecamatan  
yang ada di Kabupaten Mamuju. Jadi ada bantuan yang diberikan dalam 
bentuk uang dan ada juga dalam bentuk barang yang dibiayai lansung dari 
bibit tapi dalam jumlah yang terbatas.” 
  
Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa, dana 
yang disediakan oleh Pemerintah yang dibiayai langsung oleh APBN dalam 
pelaksanaankebijakan  ini masih kurang untuk memenuhi penyediaan fasilitas 
berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, pengadaan tempat Pembibitan dan hal-hal 
yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga 
pemerintah menghimbau kepada kelompok tani yang membutuhkan bantuan 
tersebut agar kiranya mengajukan proposal bantuan kepada PEMDA yang 
nantinya akan ditindaklanjuti untuk kiranya dibantu sepenuhnya oleh PEMDA. 
Agar proses pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan lancar dan mancapai 
tujuan akhir dari kebijakan ini.  
Setelah melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dalam hal ini 
Kecamatan-kecamatan yg ada di kabupaten Mamuju, hasil wawancara penulis 
dengan pihak Dinas Kehutanan berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh 
salah satu kelompok tani  yang menyatakan bahwa: 
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“ Banyak kelompok tani yang tidak menjalankan program Rehabilitasi dan 
reklamasi, karena kurangnya bantuan/fasilitas yang akan digunakan 
dalam hal ini kurangnya bibit pohon yang akan di tanam, sehingga saya 
sebagai ketua kelompok tani tersebut menghimbau agar anggota-anggota 
kelompok tani ini membayar uang pembardayaan per bulan, karena sering 
kali kita memasukkan proposal bantuan ke PEMDA tapi hasil yang 
diperoleh cuma satu per tiga yang diberikan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 
dengan kurangnya dana yang disediakan akan pelaksanaan kebijakan ini 
menjadikan fasilitas berupa  sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh 
pemerintah sepenuhnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk 
rehabilitasi dan reklamasi hal ini dapat kita lihat dari observasi yang penulis 
lakukan di lokasi penelitian, hasil wawancara penulis dengan para informan, 
yang bahwasanya masih kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah 
dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini yang merupakan salah satu faktor yang 
mengakibatkan kelompok-kelompok tani kurang berpartisipasi aktif dalam 
proses rehabilitasi dan reklamasi hutan di kecamatan mamuju yang 
berpengaruh terhadap kemampuan kelompok tani karena kurangnya perhatian 
dari pemerintah yang mengakibatkan turunnya tingkat rehabilitasi dan reklamsi 
hutan di Kabupaten Mamuju. 
3. Disposisi 
Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan 
dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan 
sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap 
apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan. Bila para 
pelaksana atau implementor kebijakan terpecah belah dalam hal sikap dan 
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dukungan tersebut maka apa yang akan dicapai dari suatu kebijakan tidak akan 
tercapai secara efektif dan efisien, karena akan menghadapai banyak rintangan dan 
kendala dari aparat pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana pelaksanaan program 
atau kebijakan kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait didalamnya 
tidak dapat menjalankan program atau kebijakan dengan baik. Apabila pelaksana 
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan program atau kebijakan 
dengan baik seperti yang didinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila 
pelaksana  memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 
pelaksanaan suatu program atau kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien. 
Pentingnya kesamaan pandangan terhadap suatu program yang sedang 
dilaksanakan akan terlihat dari kesatuan arah dan gerak dari para pelaksana 
kebijakan. Dengan adanya kesamaan gerak dalam pelaksanaan kebijakan, maka 
diharapkan tujuan dari sebuah kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai 
bukanlah hanya semata-mata sebuah cita-cita melainkan merupakan sebuah 
kenyataan. Hal ini dapat diantisipasi dengan upaya penempatan pegawai yang 
sesuai atau yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap program serta pemberian 
insentif. 
Adapun pengertian disposisi yang penulis maksud adalah sikap dari 
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan di 
Kabupaten Mamuju dalam hal ini penempatan pegawai dan pemberian insentif akan 
menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai petunjuk teknis 
pelaksanaan. 
a. Penempatan pegawai 
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Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-
hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada 
tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. 
Karena itu, pemilihan dan penempatan pegawai pelaksana kebijakan haruslah 
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. 
Penempatan pegawai adalah salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan 
suatu program atau kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan 
Rehabilitasi dan Reklamasi hutan di Kabupaten Mamuju dalam hal ini 
penempatan para pelaksananya ada yang melalui penunjukan langsung dan 
ada yang melalui beberapa tahap pelatihan. Hal ini dinyatakan oleh Kepala. 
Dinas kehutanan Bapak Ir. Abraham Lati : 
“Penempatan pegawai dalam hal pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan 
Reklamasi hutan di lapangan dalam hal ini petugas lapangan saya rasa 
sudah tepat, para pelaksana di tempatkan sesuai dengan keahlian 
masing-masing karena mereka semua telah mengikuti pelatihan-pelatihan 
yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kehutanan”.  
 
Selain itu ditambahkan pula oleh Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku 
Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa: 
 “Para pelaksana perda ini sudah sangat mengerti apa isi dan tujuan 
kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan ini karena mereka telah 
melakukan pelatihan-pelatihan yang dibiayai langsung oleh Pemerintah, 
jadi mereka sudah paham maksud dari kebijakan ini, penempatan 
pegawai saya rasa sudah sangat tepat sesuai bidang dan spesialisasi 
kerja masing-masing.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa 
penempatan pegawai pelaksana dalam hal ini petugas lapangan yaitu dengan 
penunjukan langsung sesuai dengan keahlian yang dimiliki namun dipermantap 
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dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan guna memperoleh pelaksana yang 
sesuai dengan tugas yang akan dijalankan. Berdasarkan teori Edward III 
pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program haruslah orang-orang 
yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga 
pelaksanaan suatu program bisa berjalan dengan efektif. 
b. Insentif 
Selain dengan penempatan pegawai yang sesuai, yang memiliki persepsi 
atau sikap yang sama dengan pembuat program atau kebijakan guna mencapai 
tujuan yang ditetapkan maka salah satu yang juga berpengaruh terhadap sikap 
dan komitmen pelaksana yaitu dengan pemberian insentif yang sesuai. Karena 
tidak dapat dipungkiri bahwa sikap dan komitmen pelaksana dapat ditingkatkan 
dengan upaya pemberian insentif yang mencukupi. 
Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan 
maupun sanksi, dimana pemberian insentif dapat terkait dengan upaya 
pemberian tunjangan bagi pelaksana yang menunjukkan prestasi ataupun 
pemberian punishment atau sanksi bagi yang melanggar. Pada 
pengimplementasian kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan di Kabupaten 
Mamuju ini berdasarkan pernyataan dari Bapak Muh. Amin S.TP, M.Si selaku 
Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa: 
 “ dana yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang 
jadi petugas lapangan yang baru bertugas belum sepenuhnya diberikan insentif 
oleh Pemerintah, karena sebelumnya Pemerintah sudah mengangkat petugas 
lapangan yang sebelumnya sebagai tenaga honorer  sudah lebih dulu di angkat 
sebagai pegawai negeri sipil, jadi ini adalah kendala utama sebenarnya di’ 
dalam pelaksanaan perda ini.” 
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Berikut pernyataan salah satu petugas lapangan ”X” di  Kabupaten 
Mamuju yang menyatakan bahwa: 
”beberapa tahun terakhir ini kami petugas lapangan  tidak diberikan 
insentif  dan kurang perhatian dari Pemerintah.” 
 
Hal ini dibenarkan oleh petugas lapangan ”Y” di Kabupaten mamuju, yang 
menyatakan bahwa: 
”saya sebagai petugas lapangan di Kecamatan ini sudah tiga tahun 
terakhir tidak pernah diberi insentif oleh Pemerintah, saya Cuma 
menerima gaji pokok saya tiap bulannya.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 
beberapa tahun terakhir ini pihak Pemerintah tidak memberikan insentif berupa 
tunjangan bagi para pelaksana di lapangan karena dana yang disediakan dalam 
pelaksanaan kenijakan ini masih kurang dalam hal ini para petugas lapangan 
yang berada di Kecamatan kalumpang  dan Kecamatan Tommo yang menjadi 
objek penelitian penulis, bahkan mereka hanya mendapat gaji pokok saja  di 
lokasi tersebut. 
Melihat hal tersebut penulis berkesimpulan bahwasanya pemberian 
insentif bagi para pelaksana kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi hutan bagi 
kelompok tani sangat mempengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan dimana 
para pelaksana kebijakan tersebut dilapangan dalam hal ini petugas lapangan 
kuantitasnya masih kurang memadai hal ini diakibatkan karena tidak adanya 
insentif berupa gaji tambahan yang diberikan pihak Pemerintah kepada para 
pelaksana (petugas lapangan) kebijakan di lapangan dalam beberapa tahun 
terakhir ini. 
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Edward III menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk 
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 
memanipulasi insentif yang diberikan.  
4. Struktur Birokrasi  
Menurut Edwar III, variabel keempat yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk 
melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui 
apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan 
suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau 
terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.  
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, 
ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini 
akan mengebaiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan 
menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan 
harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 
melakukan koordinasi dengan baik. 
Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah standar operatioanal 
system dan Fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan, adapun yang menjadi 
indikatornya yaitu: 
a. SOP (Standar Operational Procedur) 
Pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur 
yang menjadi standar pelaksanaannya. Adapun menurut Bapak Muh. Amin 
S.TP, M.Si selaku Kepala Bidang Kehutanan, mengatakan bahwa: 
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 “Dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ini, 
terdapat adanya suatu standar baku yang menjadi petunjuk pelaksanaan. Jadi 
segala sesuatunya dilaksanakan sesuai aturan yang sudah diatur sebelumnya, 
namun tidak berarti para pelaksana menjadi kaku dalam pelaksanaanya”. 
 
Selain itu berdasarkan pernyataan dari Bapak Syamsul Bahril, S.Hut, M.Si 
selaku Kepala seksi Rehabilitasi, yang menyatakan bahwa : 
“Pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan melalui 
beberapa tahapan, dimana setiap Kecamatan menambah waktu 
pelaksanaan program-program rehabilitasi. 
 
Dari pernyataan tersebut diatas, diketahui bahwa prosedur yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
bagi kelompok tani diatur dalam bentuk tatacara baku pelaksanaan, yang lebih 
dikenal dengan SOP, SOP inilah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana 
kebijakan di lapangan dalam hal ini para petugas lapangan di lapangan. 
Prosedur pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan bagi 
kelompok tani tidak terlalu rumit di jalankan, berikut hasil wawancara petugas 
lapangan “X”  yang menyatakan bahwa: 
“ pelaksanaan kebijakan ini sangat mudah diterapkan hanya memberikan 
penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tani sesuai dengan program-
program rehabilitasi dan reklamasi hutan” 
 
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa SOP 
diperlukan guna mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program atau 
kebijakan. Akan tetapi kadangkala tahap yang terlalu berbelit-belit dan harus 
dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan, menyebabkan 
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kekakuan dan kejenuhan di kalangan masyarakat, hal ini dapat menghambat 
pelaksanaan suatu program.  
b. Fragmentasi 
Dalam pelaksanaan suatu program, kadangkala terdapat penyebaran 
tanggungjawab diantara beberapa unit kerja maupun instansi. Sehingga  
dibutuhkan adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait 
tersebut. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini, melibatkan beberapa pihak 
yang terkait, diantaranya kelompok-kelompok tani, Bidang Kehutanan 
diantaranya, seksi penguasaan lahan, seksi konservasi Lahan dan seksi 
reboisasi dan rehabilitasi lahan yang membantu sosialisasi dan masyarakat 
khususnya kelompok tani sebagai target group. 
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas kehutananan Bapak Ir. 
Abraham Lati ,  yang menyatakan bahwa: 
“Koordinasi dan kerjasama yang terjalin antara pihak-pihak yang terkait 
dalam pelaksanaan Kebijakan Rrehabilitasi dan Reklamasi Rutan ini bisa 
dikatakan berjalan dengan baik, semua pihak yang terlibat merasa 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini tergambar 
dengan bentuk kerjasama antara staf yg adalah Dinas Kehutanan 
Khususnya petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung krbijakan 
ini kepada kelompok-kelompok tani yang ada di kecamatan-kecamatan di 
kabupaten mamuju yang membantu pada saat penyuluhan yang dilakukan 
dilapangan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Mamuju ini.” 
 
Lebih lanjut Kepala Bidang Kehutanan bapak Muh. Amin, S.TP, MSi. 
menjelaskan bahwa : 
“Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan ini secara umum dapat dikatakan bertanggung jawab 
sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki dimana Koordinasi 
kami lakukan dalam segala hal, termasuk dalam hal menyelesaikan 
masalah yang timbul dalam pelaksanaan perda tersebut”. 
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat diketahui 
bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan kelompok tani 
berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam 
menyelesaikan berbagai masalah yang timbul ini dilihat dari tanggung jawab 
yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya 
kerjasama yang dilakukan antara Dinas Kehutanan yaitu petugas-petugas 
lapangan yang mensosialisasikan langsung kebijakan ini kepada para 
kelompok tani di Kecamatan Kabupaten Mamuju ini. Hal ini sesuai teori yang 
dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa adanya penyebaran 
tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun  
jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak 
akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa 
dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan 
dengan efektif dan efisien. 
B. Kesimpilan dan hasil wawancara 
Adapun kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi penulis, yang 
dilakukan selama melakukan penelitian di lokasi, maka dapat dilihat pada tabel 
berikut ini : 
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No 
Proses implementasi kebijkan 
dilihat dari komunikasi, 
sumberdaya, disposisi dan struktur 
birokrasi dari kebijakan rehabilitasi 
dan reklamasi hutan bagi kelompok 
tani di Kabupaten Mamuju 
Hasil wawancara dan observasi 
 
 
 
 
1 Komunikasi  
PEMDA dalam mensosialisasikan 
kebijakan ini lewat sosialisaidan 
penyuluhan langsung, mengenai kejelasan 
informasi dimana masih banyak kelompok 
tani yang belum paham betul akan 
kejelasan sanksi yang terdapat dalam 
kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan 
ini di karenakan masih kurangnya 
konsistensi akan pemberian sanksi yang 
diberikan oleh para pelaksana kebijakan 
yang bersentuhan langsung dengan para 
masyarakat/kelompok tani sebagai target 
group dalam hal ini kelompok tani yang 
belum menjalankan kebijakan tersebut. 
 
 
 
2 
 
 
 
Sumberdaya  
Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan 
dilapangan kuantitasnya masih kurang 
memadai yaitu petugas lapangan yang 
memberikan penyuluhan dan 
pendampingan masih sangat sedikit, 
penyediaan sarana seperti tempat 
pembibitan dan bibit, yang masih minim 
yang hal ini dikarenakan masih kurangnya 
dana yang disedikan PEMDA dalam 
pelaksanaan perda ini. 
 
 
3 
Disposisi  
penempatan pegawai pelaksana 
dilapangan dalam hal ini petugas 
lapangandan pengawas lapangan sudah 
sesuai dengan bidang dan spesealisasinya 
masing-masing karena sebelumnya 
mereka telah mengikuti pelatihan-
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pelatihan. 
 
 
 
4 
Struktur birokrasi  
Struktur birokrasi dimana bentuk koordinasi 
dan kerjasama antar pihak-pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan kebijakan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan bagi 
kelompok tani seperti para petugas 
lapangan, kepala bidang dan sub bidang 
serta para staf, yang membantu sosialisasi 
masih berjalan dengan baik 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 
kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan dalam 
implementasi kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju 
sebagai berikut:. 
1. PEMDA dalam mensosialisasikan kebijakan ini lewat sosialisaidan penyuluhan 
langsung, mengenai kejelasan informasi dimana masih banyak kelompok tani 
yang belum paham betul akan kejelasan sanksi yang terdapat dalam kebijakan 
rehabilitasi dan reklamasi hutan ini di karenakan masih kurangnya konsistensi 
akan pemberian sanksi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan yang 
bersentuhan langsung dengan para masyarakat/kelompok tani sebagai target 
group dalam hal ini kelompok tani yang belum menjalankan kebijakan tersebut. 
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan kuantitasnya masih 
kurang memadai yaitu petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan 
pendampingan masih sangat sedikit, penyediaan sarana seperti tempat 
pembibitan dan bibit, yang masih minim yang hal ini dikarenakan masih 
kurangnya dana yang disedikan PEMDA dalam pelaksanaan perda ini. 
3. penempatan pegawai pelaksana dilapangan dalam hal ini petugas lapangan dan 
pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidang dan spesealisasinya masing-
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masing karena sebelumnya mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan namun 
masih kurangnya rasa tanggub jawab terhadap diri mereka. 
4. Struktur birokrasi dimana bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak 
yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan bagi 
kelompok tani seperti para petugas lapangan, kepala bidang dan sub bidang 
serta para staf, yang membantu sosialisasi masih berjalan dengan baik, namun 
masih Kurangnya pengawasan hal ini disebabkan tidak adanya perhatian dari 
pemerintah untuk mengaevaluasi program-program yang telah di jalankan.  
 
B. Saran 
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat di rekomendasikan saran-
saran sebagai berikut: 
1. PEMDA dalam mensosialisasikan kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi 
Hutan di Kabupaten Mamuju seharusnya lebih di tingkatkan dan 
mempertegas lagi dalam hal pemberian saksi bagi kelompok tani yang tidak 
menjalahkan kebijakan tersebut. 
2. Pemerintah perlu miningkatkat kuantitas dari petugas lapangan agar bisa 
lebih efektif dalam melakukanpendampingan, selain peningkatan sumber 
daya yang lain yang hurus d tingkatkan yaitu pembuatan dan pembibitan bagi 
kelompok tani. 
3. Pembinaan terhadap para pegawai dan petugas lapangan harus lebih di 
tingkatkan agar rasa tanggug jawab terhadap tugas lebih meningkat. 
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4. Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi antara pihak yangterkait 
agar  pengevaluasian terhadap program-program yang telah dijalankan dapat 
berjalan dengan baik. 
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